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Faktor- Faktor Yang Mcmprngaruhi Belanja Aparatur Pada Dinas-Dinas Kota 
Palembang Tahun Anggaran 2003-2007.

ABSTRAK

Belanja adalah penurunan aktiva dan atau kenaikan hutang yang digunakan 
untuk belanja kegiatan dalam satu periode. Belanja daerah adalah semua pengeluaran 
daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja daerah 
menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna angggaran seperti: Sekretariat 
Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya. Arah pengelolaan 
belanja daerah dimaksudkan untuk memenuhi prinsip-prinsip dalam membelanjakan 
pengeluaran daerah. Setiap pos belanja daerah diarahkan untuk mewujudkan disiplin 
anggaran sehingga tercapainya efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah.

Belanja aparatur daerah merupakan bagian belanja yang berupa: Belanja 
Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja 
Modal/Pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan 
yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat 
(public). Dalam pengalokasian anggaran belanja tersebut terdapat faktor-faktor yang 
mempengaruhi diantaranya: jumlah pegawai (PNS), barang inventaris, kendaraan 
dan luas bangunan pada Dinas-Dinas Kota Palembang tahur anggaran 2003-2007. 
Analisis data dari keempat faktor tersebut untuk mendapatkan hasil yang diinginkan 
dengan menggunakan model regresi pooling atau lebih dikenal poolecl time series. 
Model pooled time series merupakan model analisis regresi dengan menggunakan 
kombinasi antara data runtut waktu (time series) dan data cross seetion dengan 
menggunakan SPSS 11,5 for Windows. Pengujian yang dilakukan adalah uji hipotesis 
dan uji ekonometrika, berupa: uji Autokorelasi, uji Multikolonieritas, uji 
Heteroskedastisitas, dan uji Normalitas.

Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa jumlah pegawai, barang 
inventaris, dan kendaraan yang berpengaruh positif terhadap belanja aparatur daerah 
sedangkan luas bangunan berpengaruh negatif. Hanya variabel jumlah pegawai yang 
signufikan mempengaruhi belanja aparatur daerah. Dalam keterbatasan pendapatan 
daerah maka setiap penggunaan satu Rupiah anggaran haruis diikuti mutu layanan. 
Agar alokasi ini dapat memberikan pelayanan yang lebigh efektif dan efisien maka 
perlu didukung kebijakan yang memotivasi pegawai untuk lebih meningkatkan 
kualitasnya dalam pembangunan daerah Kota Palembang.

Kaia Kunci. Belanja Aparatur, Pegawai, Barang Inventaris, Kendaraan, Bangunan
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FACTORS INFLUENCING EXPENDITURES OF PALEMBANG CITY 
GOVERNMENT’S AGENCIES IN THE PERIOD 2003-2007

ABSTRACT

Expenditure by a local govemment like Palembang City mean less asset and 

debts for this govemment. The Palembang City govemment spends money 

several items such as administration, operation, maintenance and development as 

well. Ali these expenditure are intended for activities and development of facilities 

beneficial for the public. Several factors influence the amount of money allocated for 

supporting agencies, among others, number of public servants working in each 

agency, their Office facilities, vehicle, and building spaces.
The study focused on the factors and the amount of expenditures spent by 

Palembang City Govemmenfs agencies in the period 2003-2007. The data was 

analyzed using a pooled-time series technique, a linear regression model combined 

with an analysis of cross section data and to prove the hypothesis. Auto-correlation, 
multy-coloniality, hetero-causality and normality test were computed.

The research results show the total number of public servants, Office 

facilities, and vehicles were positively correlated with the expenditures, while the 

building space ware not. The number of public servants significantly affected the 

amount of expenditures spent by Palembang City Government’s agencies. Money 

spent should be addressed to improve public Services efficiently and effectively. All 

money allocated for the salaries should motivate the City's public servants to 

support for the development of Palembang City.

onmore

increase

Keywords: the total number of public servants, Office facilities, vehicles, space
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
Otonomi daerah (otda) dicanangkan oleh pemerintah pusat pada tanggal 1

Januari 2001. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang sesuai dengan isi ketentuan

Undang-Undang Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah yang telah menggantikan Undang-Undang No 22 Tahun 1999. Otonomi daerah

merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek

desentralisasi yang sesungguhnya. Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan

otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya,

sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif dengan

asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik

umum >.■

mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat

(Kuncoro, 2004:25).

Otonomi daerah agar dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan organisasi 

dan manajemen pemerintahan daerah yang baik pula. Manajemen pemerintahan yang 

baik tergantung pada Kepala Daerah (beserta stafnya) dalam menggerakan peralatan 

seefisien dan seefektif mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

(Mardiasmo, 2004: 103).

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus 

dimanfaatkan secara efektif dan seefisien mungkin dengan memperhatikan valuefor 

money (konsep nilai uang) sehingga tujuan pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat dapat tercapai dengan menerapkan cara-cara yang lebih rasional.

1



Valuefor money berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran 

i, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan 

penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling 

murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (public money) tersebut 

dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa 

penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan 

publik (Mardiasmo, 2004 :105).

Pengertian dari sumber daya itu sendiri menurut Martoyo (2000:528) adalah alat

dari kemampuan-

yaitu ekonomi,

untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh kei7TTiitiH>:Tt

kemampuan tertentu atau meloloskan diri dari kesukaran.

Untuk melaksanakan otonomi daerah tersebut diperlukan biaya atau anggaran.

Penganggaran merupakan aktivitas penting pemerintah dan bersifat universal, yang

sering diasumsikan bahkan mungkin didiskusikan sebagai seperangkat konsep yang

kompleks. Penyusunan anggaran tidak bisa dilepaskan dari karakteristik suatu daerah

untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian anggaran (Baswir 

dalam Saleh, 2006:527). Seperti halnya di tingkat pemerintah pusat (Central goverment), 

proses penganggaran di tingkat pemerintah daerah (Iocal goverment) pun boleh lebih 

dikatakan sangat rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi karena harus 

diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.

Pada tingkat Pemerintah Daerah (Pemda), penganggaran merupakan tahapan 

aktivitas yang mempunyai arti dan peran penting dalam siklus perencanaan Am 

pengendalian sistem manajemen keuangan daerah. Sebagai perwujudan keseluruhan

aktivitas pemerintah, anggaran daerah sangat memerlukan adanya partisipasi aktif dari 

berbagai pihak, termasuk masyarakat. Keterlibatan masyarakat proses siklus 

anggaran diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan anggaran, seperti

2



Mnfa fecrarkniasi pada kqpenlii^n birokrasi ketimbang kepentingan publik 

P^ardiaajna, 2002^*5).

Kinarjo (1996:528) mengatakan bahwa tujuan perencanaan pengeluaran adalah 

miiJr menjamin suatu keputusan yang menyangkut pengalokasian dana yang terbatas 

telah mempertimbangkan: (a) prioritas kebutuhan; (b) akibat yang akan timbul (dilihat 

«fari perekonomian secara keseluruhan), misalnya apakah pengalokasian dana dapat 

«nengalcibaikan inflasi Pada prinsipnya, perencanaan pengeluaran oleh pemerintah 

bertujuan untuk memenuhi keinginan seluruh masyarakat.

Reformasi sektor publik yang ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang 

(UU) No 22 dan UU No. 25 tahun 1999, yang selanjutnya diikuti dengan implementasi 

Undang-Undang No 32 dan UU No. 33 tahun 2004 telah mendorong usaha untuk 

mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dan rasional terhadap perencanaan 

anggaran daerah. Idealnya, prinsip-prinsip dan mekanisme penganggaran yang 

diterapkan saat ini tidak ada bedanya dengan sektor swasta. Seiring dengan terjadinya 

reformasi tersebut, dikenal sistem anggaran kinetja (Performance Budgeting System), 

dengan pembahan sistem anggaran dari sistem anggaran tradisional ke sistem anggaran 

kinetja, penentuan strategi, prioritas serta kebijakan alokasi anggaran akan lebih 

berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik (Mardiasmo, 2004:524).

Pada pendekatan sistem anggaran tradisional selain kurang menjamin 

terpenuhinya kebutuhan riil juga dapat menyebabkan kesalahan yang berkelanjutan. 

Penyebabnya karena tidak pernah diketahui apakah pengeluaran periode sebelumnya 

yang dijadikan tahun dasar penyusunan anggaran untuk periode sekarang atas dasar 

kebutuhan yang wajar (Saleh, 2006:524).
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Memperhatikan apa yang dikemukakan di atas terkait dengan penerapan sistem 

berbasis kineija. Ternyata masih ditemukan berbagai kelemahan yanganggaran

gakibatkan kualitas perencanaan anggaran daerah nampaknya masih relatif rendah. 

Terbukti, penelitian Sofyan (dalam Saleh, 2006:525) menunjukan bahwa pada sektor 

pembinaan aparatur yang notabene lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan birokrasi 

yang menyerap dana mencapai 67,2%. Bukti lain menunjukan bahwa umumnya unit

men

kerja pemerintah daerah belum menjalankan fungsi dan perannya secara efisien dan

efektif.

Di Indonesia anggaran pemerintah daerah dikenal dengan sebutan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD mempunyai dua sisi, yaitu sisi yang

mencatat pengeluaran dan sisi yang mencatat penerimaan. Sisi pengeluaran mencatat

kegiatan pemerintah yang mengeluarkan uang untuk pelaksanaannnya. Pengeluaran

pemerintah dapat dibedakan menurut dua klasifikasi yaitu pengeluaran aparatur daerah

dan pengeluaran untuk pelayanan publik.

Anggaran Belanja Aparatur daerah memegang peranan yang penting untuk 

menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan 

efisiensi dan produktivitas yang pada gilirinnya akan menunjang tercapainya 

dan tujuan setiap tahap pembangunan. Begitu juga halnya dengan dana yang dianggarkan 

setiap tahunnya oleh Pemerintah Kota Palembang dalam APBD baik yang dialokasikan 

untuk Belanja Aparatur Daerah maupun Belanja Pembangunan sangat 

peranan dalam menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan dan 

menggerakkan roda perekononomian dan pembangunan Kota Palembang.

sasaran

memegang

upaya
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Tabel 1.1
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah

Kota Palembang Tahun 2003-2007 (dalam Rupiah)_________
Belanja Pelayanan PublikBelanja Aparatur DaerahTahun

171.928.263.785,42385.040.602.707,33
410.846.949.951,54

2003
181.466.785.749
214.352.136.180
349.285.844.705

2004
442.838.118.856,762005

483.799.895.351
753.598.549.963

2006
295.082.395.3292007

Sumber: Bagian Keuangan Pemerintah Kota Palembang, BPS, data dolah.

Berdasarkan rincian APBD Kota Palembang tahun anggaran 2006 dan 2007 

terlihat bahwa belanja aparatur daerah memiliki jumlah pengeluaran yang signifikan. 

Untuk tahun 2006 jumlah belanja aparatur daerah sebesar Rp. 483.799.895.351,-. 

sedangkan pada tahun 2007 sebesar Rp. 753.598.549.963,-. Jumlah-jumlah tersebut

masih perlu dikaji secara terperinci atas kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah

daerah (Pemda) Kota Palembang.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat dan

pengeluaran pemerintah juga mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah

telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran 

pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk 

melaksanakan kebijakan tersebut.

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil 

Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2003-2007 
______________ (keseluruhan unit kerja)_______

Tahun Jumlah
2003 15.981
2004 16.021
2005 15.805
2006 15.523

__________________ 16.699__________ __
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kota Palembang, BPS, data diolah

Realisasi pengeluaran (belanja) yang tiap tahunnya terus mengalami perubahan

yang cukup signifikan tersebut khususnya pada belanja aparatur daerah tidak terlepas

2007
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. Jika diamati dari tahun ke tahun (Tabel 1-2), jumlah pegawaidari faktor aparatur

(Pegawai Negeri Sipil) terus mengalami peningkatan atau penambahan, dengan asumsi 

semakin banyak pegawai semakin banyak dana yang dikeluarkan yang secara tidak 

langsung berpengaruh terhadap alokasi anggaran untuk belanja aparatur daerah.

Selain jumlah pegawai, faktor yang juga mempengaruhi anggaran belanja

aparatur daerah adalah banyaknya barang inventaris (asset) yang dimiliki. Barang 

inventaris adalah kekayaan yang dimiliki berupa peralatan dan perlengkapan kantor yang 

digunakan untuk memperlancar aktivitas organisasi. Untuk memperlancar aktivitas dan 

mekanisme sistem pemerintahan maka perlu adanya alokasi anggaran karena tidak 

dipungkiri setiap tahunnya pasti terdapat peralatan maupun perlengkapan kantor yang 

mengalami kerusakan yang membutuhkan perbaikan bahkan perlu diganti dengan barang 

yang baru yang secara tidak langsung mempengaruhi alokasi belanja aparatur karena 

semakin banyak barang inventaris yang dimiliki semakin banyak pula pengeluaran 

(belanja).

Di samping jumlah pegawai dan barang inventaris, faktor yang mempengaruhi

anggaran belanja aparatur daerah adalah jumlah kendaraan opersional yang dimiliki.

Kendaraan operasional adalah alat angkutan yang dimiliki oleh organisasi yang 

digunakan untuk memperlancar aktivitas organisasi. Dalam upaya peningkatan efisiensi 

dan produktivitas keija yang pada gilirinnya akan menunjang tercapainya sasaran dan 

tujuan, kendaraan operasional sangat dibutuhkan. Semaikn banyak kendaraan yang 

dibutuhkan maka semakin banyak dana yang dianggarankan untuk pembelian atau 

perbaikan/pemeliharaan kendaraan operasional tersebut.

Luas bangunan kantor adalah ukuran dimensi ruang yang digunakan sebagai 

tempat aktivitas organisasi. Secara tidak langsung kantor mempunyai peranan terhadap 

produktivitas dan kinerja aparatur (pegawai) dalam rangka mencapai efektivitas dan

6



efisiensi anggaran. Mardiasmo (2004:26) menyatakan salah satu faktor penenentu 

efektivitas dan efisiensi anggaran adalah faktor sumber daya baik sumber daya manusia 

seperti tenaga keija, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan keija, 

tempat kerja (kantor) serta ketersediaan dana.

Kenyataan ini menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan riset tentang 

Analisis Belanja Aparatur Daerah di Lingkungan Dinas-Dinas Kota Palembang. Dalam 

penelitian ini akan dilakukan kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi 

belanja aparatur daerah, antara lain jumlah pegawai, nilai barang inventaris, 

pemeliharaan kendaraan, pemeliharaaan bangunan di lingkungan Dinas-Dinas Kota

Palembang tahun anggaran 2003-2007.

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang penelitian, maka 

permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah:

1) Apakah jumlah pegawai berpengaruh terhadap alokasi Belanja Aparatur pada 

dinas-dinas Kota Palembang ?.

2) Apakah nilai inventaris berpengaruh terhadap alokasi Belanja Aparatur pada 

dinas-dinas Kota Palembang ?

S) Apakah miai kendaraan/alat angkutan berpengaruh terhadap alokasi Belanja 

Aparatur pada dinas-dinas Kota Palembang ?

4) Apakah luas bangunan kantor berpengaruh terhadap alokasi Belanja 

Aparatur pada dinas-dinas Kota t'aiembang i
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Tujuan Penelitian
Dari permasalahan yang ada, tujuan yang hendak penulis inginkan dalam

1.3

menulis sbb:

1) Untuk mengetahui pengaruh jumlah pegawai terhadap alokasi Belanja 

Aparatur pada dinas-dinas Kota Palembang.

2) Untuk mengetahui pengaruh nilai inventaris terhadap alokasi Belanja

Aparatur pada dinas-dinas Kota Palembang.

3) Untuk mengetahui pengaruh nilai kendaraan/alat angkutan terhadap alokasi

Belanja Aparatur pada dinas-dinas Kota Palembang.

4) Untuk mengetahui pengaruh luas bangunan kantor terhadap alokasi Belanja

Aparatur pada dinas-dinas Kota Palembang.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengembangan teori melalui model 

yang berkaitan dengan Belanja Aparatur dan faktor-faktor 

mempengaruhi Belanja Aparatur.

yang

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada Pemerintah Kota 

Palembang yang berkaitan dengan Belanja Aparatur dan Faktor-Fakto 

mempengaruhinya.

r yang
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